PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 20 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBER AN PENGHARGAAN KEPADA PER NI S PERGERAKAN
KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa perlu nengadakan ketentuan-ketentuan tentang penberian
penghar gaan/ t unj angan kepada Perintis Per ger akan
Kebangsaan/ Kener dekaan;

b. bahwa diantara nereka banyak yang telah |anjut usianya dan hidup

dal am keadaan sukar, sehingga perlu diberi jamnan yang | ayak;

Mengi ngat :
pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar Republ ik | ndonesi a;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 31 Agustus 1960.

Menut uskan:
Menet apkan :
Perat uran Presi den tentang Penghar gaan/ Tunj angan kepada Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kener dekaan.
Pasal 1

Yang dinmaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan dal am
peraturan ini ialah

a. nereka yang nenjadi pem npi n pergerakan yang nenbangki t kan kesadar an
kebangsaan/ kener dekaan dan/ at au

b. nereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan ol en karenanya
nendapat hukunan dari penerintah kol oni al ;

C. nereka yang terus-nenerus nenentang penerintah penjaj ahan sanpai pada

Prokl amasi Kener dekaan | ndonesi a pada tanggal 17 Agustus 1945;
dengan syarat, bahwa nereka kenudi an ti dak nenentang Republ ik | ndonesi a;

Pasal 2

(1) Kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan diberikan
tunj angan sebagai penghargaan dari Penerintah atas jasa-jasanya yang
diberikan oleh Mnteri Kesejahteraan Sosial atas inisiatif sendiri
atau atas permntaan yang bersangkutan karena hidup dal am keadaan
sukar atau atas permntaan pihak ketiga yang diajukan ol eh yang
ber kepenti ngan, dengan perantaraan Menteri Dal am Negeri dan G onom
Daer ah.

(2) Besarnya tunjangan tersebut pada ayat (1) pasal ini yang diberikan
tiap bulan berjumah sedikit-dikitnya tiga ratus rupi ah dan sebanyak-
banyaknya tujuh ratus |ina pul uh rupiah.

(3) Tunjangan diberikan terhitung nul ai tanggal satu dan bul an beri kut nya
diterimanya surat permntaan ol eh instansi yang berwajib, akan tetapi
sej auh-j auhnya terhitung mul ai tanggal berlakunya peraturan ini.



(4 Tunjangan yang telah diberikan kepada seorang perintis pergerakan
kebangsaan/ kener dekaan di henti kan apabila ia kenudian nenentang
Republ i k | ndonesi a.

Pasal 3

Apabi | a seorang perintis pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan ternaksud pada
pasal 2 peraturan ini telah nenerina uang pensiun atau tunj angan-tunj angan
lain dari Penerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, mnaka
uang pensiun atau tunjangan-tunjangan |ain tersebut diperhitungkan dengan
uang ternaksud pada pasal 2 peraturan ini.

Pasal 4

(1) Kepada janda atau ahli waris seorang perintis pergerakan
kebangsaan/ kener dekaan yang neninggal dunia diberikan tunjangan
sekal i gus sebanyak tiga kali uang ternaksud pada pasal 2 peraturan
ini, segala sesuatu dengan nengi ndahkan ketentuan ternmaksud pada
pasal 3 peraturan ini.

(2) Kepada janda perintis pergerakan kebangsaan/kenerdekaan yang
neninggal dunia yang hidup dalam keadaan sukar dapat diberikan
tunj angan sebesar setengah dari juntah uang ternaksud pada pasal 2
jo. pasal 3 peraturan ini selama.ia tidak kaw n | agi.

Pasal 5

Unt uk nenberi kan perti nbangan- pertinbangan kepada Menteri Dal am Negeri dan
Qonom Daerah dan Menteri Kesejahteraan Sosial dalam nel aksanakan
ket ent uan-ketentuan dal am Peraturan Presiden ini dibentuk sebuah Badan
Pertinbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tuj uh orang yang di angkat
ol eh Presiden atas usul Menteri Dal am Negeri dan G onom Daerah dan Menteri
Kesej aht eraan Sosi al .

Pasal 6

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tidak
ber| aku | agi .
Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap
orang dapat nenget ahui nya nmeneri nt ahkan pengundangan Perat uran Presiden ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Septenber 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a,
Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Septenber 1960
Sekretari s Negar a,



Ttd.
TAVZI L

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 20 TAHUN 1960
t ent ang
PEVBER AN PENCHARGAAN TUNJANGAN KEPADA PERI NTT S PERGERAKAN
KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

UMM

Pernerintah Republik Indonesia insyaf, bahwa perjuangan Kenerdekaan
I ndonesi a yang nenghasil kan Negara Republik |ndonesia yang nerdeka dan
berdaul at, telah dipelopori oleh perintis- perintis pergerakan kebangsaan
yang nenj adi pemnpin pergerakan yang nenbangkitkan  kesadaran
kebangsaan/ kener dekaan naupun nereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu
dan ol eh karenanya nendapat hukunman dari penerintah kolonial (msalnya
penbuangan ke O gul dan lain-lain).

Sudah sewajarnyal ah, bahwa kepada para perintis ini yang telah
nenyunbangkan segal a-gal anya untuk kepentingan tanah air diberikan
penghar gaan, bai k berupa tanda-tanda kehornatan at aupun tunj angan uang.

O antaranya nereka ini yang telah lanjut usianya dan hidup dal am keadaan
serba sukar telah nendapatkan penghargaan itu berupa jamnan hidup yang
| ayak, yang diberikan sebagai tunjangan tiap bul an berdasarkan Peraturan
Pererintah No. 39 tahun 1958 (Lenbaran-Negara 1958 No. 67), yang di bent uk
pada nasa Undang-undang Dasar Senentara 1950 nasi h berl aku.

Sesudah Uhdang-undang Dasar Republik |ndonesia tahun 1945 berl aku kenbal i
naka dibentuklah Peraturan Presiden ini sebagai pengganti Peraturan
Perneri ntah tersebut dengan beberapa perubahan dan tanbahan.

Penghargaan Penerintah terhadap perintis ini dapat juga diberikan kepada
nereka yang telah neninggal sebelum nenerinma penghargaan nenur ut
ket ent uan- ket ent uan dal am per at uran yang berl aku, secara anunerta (posthumn)
yang diterinakan kepada jandanya berwuj ud tunjangan uang atau kepada ahli
wari snya berupa surat penghar gaan.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1

Pasal ini nenegaskan, bahwa yang dinmaksud dengan perintis pergerakan
kebangsaan/ kener dekaan i al ah :

a. nereka yang nenjadi pem npi n pergerakan yang nenbangki t kan kesadar an
kebangsaan/ kener dekaan, dan/ at au;
b. nereka yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan ol eh

karenanya nendapat hukunman dari penerintah kolonial; yang di naksud
dengan hukuman ternmasuk pula penbuangan ke Digul dan lain-lain
t enpat ;



C. nereka itu terus-nenerus nenentang penerintah penjaj ahan sanpai pada
saat Proklamasi Kenerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945; dengan disertai syarat, bahwa nereka kenudi an tidak
nenent ang Republ i k | ndonesi a.

Tidak dapat disangkal, bahwa senua yang tel ah nenperjuangkan kener dekaan,
bai k dengan nmenakai senjata, naupun dengan jalan lain, telah berjasa kepada
Negara dan bangsa, akan tetapi dengan Peraturan Presiden ini Penerintah
nenbatasi diri untuk nenberikan penghargaan kepada nereka yang tersebut
diatas ini saja.

Pasal 2

(1) Penghargaan Penerintah tidak hanya diberikan atas inisiatif

Penerintah sendiri, nelainkan dapat juga diberikan atas permntaan
yang bersangkutan, bahkan dapat juga atas permntaan pihak ketiga
yang diajukan kepada Menteri Kesejahteraan Sosial ol eh/ dengan
per set uj uan yang ber kepentingan itu sendiri .
Sebel um Menteri Kesej ahteraan Sosial nemut uskan permntaan tersebut,
akan di mntakan pertinbangan |ebih dahulu dari Menteri Dal am Negeri
dan Qonom Daerah dan Penguasa Keadaan Bahaya setenpat, sesuai
dengan tingkatan keadaan bahaya (Penguasa Darurat S pil/Penguasa
Darurat MIliter/Penguasa Perang Daerah Peraturan Penerintah pengganti
Undang- undang No. 23 tahun 1959 tent ang Keadaan Bahaya).

(2) Tunjangan yang akan diberikan tiap bulan itu besarnya tiga ratus
sanpai tujuh ratus lima puluh rupiah, tergantung pada pertinbangan
Menteri Kesej ahteraan Sosial setelah nendapat pertinbangan dari
Menteri Dal am Negeri dan G onom Daer ah.

(3) Permntaan-perm ntaan yang tel ah di g ukan kepada Ment eri
Kesej ahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Penerintah No. 39 tahun
1958 akan ditinjau kenbali dan di sesuai kan dengan Peraturan Presiden
ini.

(4)  Sewaktu-waktu Penerintah akan nenghentikan tunj angan tersebut apabila
nereka ini  kenmudian nenentang Penerintah Republik |ndonesia yang
syah.

Pasal 3

Umumya perintis pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan tidak bekerja pada
Penerintah, terutana penerintah kol oni al .

Akan tetapi jika nereka pernah bekerja dan karenanya nenerina pensiun atau
tunjangan lain-lain, naka yang pensiun atau tunjangan lain-lain itu
di perhitungkan dengan uang penghargaan yang dinmaksud dalam Peraturan
Presiden ini.

Pasal 4
(1) Jika seorang perintis pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan nmeni nggal

dunia, naka kepada jandanya diberikan tunjangan satu kali sebanyak
tiga kali tunjangan tersebut dal ampasal 2 yo. pasal 3. Bl amana pada



wakt u neni nggal perintis pergerakan kebangsaan/ kernerdekaan tidak ada
jandanya, naka tunjangan sekaligus sebanyak tigakali tunjangan
di beri kan kepada ahli wari snya.

Dengan ahli waris ini dinmaksudkan: anak atau cucunya atau saudar anya,
yang nengurus penguburan perintis yang di naksud.

(2) Jika janda tersebut hidup dal am keadaan sukar, maka selana ia tidak
bersuam |agi dapat diberikan tunjangan setengah tunjangan tersebut
tiap bul annya.

Pasal 5

Dengan penanbahan anggota Badan Pertinbangan dari 5 orang (Peraturan

Penerintah No. 39 tahun 1958) nenjadi 7 orang, di maksudkan agar penelitian

Perintis Kebangsaan/ Kener dekaan dapat dil akukan | ebi h seksana | agi .

Pasal 6

Dengan adanya Peraturan Presiden ini naka Peraturan Penerintah No. 39 tahun

1958 (Lenbaran-Negara 1958 No. 67) yang nenuat nateri yang sama, tidak

ber| aku | agi .

Pasal 7

Qukup | el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1960 NOMER 101
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2041



